PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800/KEP. 9 -SATPOL.PP/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
dokumentasi pelayanan publik secara berkelanjutan,
maka perlu personel yang menangani pengelolaan
informasi dan dokumen guna menjamin tersedianya
informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta
mendukung Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Banten,;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pembantu.

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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13.

14.

18,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 20 14 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62095);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam negeri
Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 548);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 38);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban
Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor

63)




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2022
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2022-2024 (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 26);

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48).

Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep.50-
Huk/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu
untuk selanjutnya disebut dengan PPID Pembantu dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya,

b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
atau sesuai kebutuhan;

c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan
Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi
dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat,
tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima;

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data  lingkup komponen di lingkungan Organisasi
Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten
menjadi bahan Informasi Publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.




KETIGA . PPID Pembantu mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penghimpunan informasi publik;

b. penataan dan penyimpanan informasi publik.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Banten pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA SATUA LISI PAMONG PRAJA

710805 199101 1 001

Tembusan Yth.:

1. Pj. Gubernur Banten;

2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten,;

3. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.




